KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk menyesuaikan adanya perubahan
Pejabat dan staf pelaksana pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu
dilakukan perubahan pada Susunan Tim Satuan
Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
sebagaimana yang termuat pada Lampiran Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Satuan
Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan

Selayar;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
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Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun

2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 47
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPULAUAN
SELAYAR.

Menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor
47 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU yakni Perubahan Lampiran Keputusan
pada kolom Susunan Tim Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 10 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.
ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
X ub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 47 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KEPULAUAN
SELAYAR

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan
Selayar

Anggota KPU Kabupaten
2 | Mansur Sihadji Kepulauan Selayar Divisi Hukum | Wakil Ketua Pengarah
dan Pengawasan

1 Andi Dewantara

Ketua Pengarah

Anggota KPU Kabupaten
Kepulauan Selayar

Anggota KPU Kabupaten
Kepulauan Selayar

3 | Ahmad S. Anggota Pengarah

4 | Iskandar Anggota Pengarah

Anggota KPU Kabupaten

5 | Muhamad Arsat Kepulauan Selayar

Anggota Pengarah

Sekretaris KPU Kabupaten
Kepulauan Selayar

Kepala Subbagian Teknis
7 | Sardin Penyelenggaraan Pemilu dan Ketua
Hukum

Kepala Subbagian Keuangan,
Umum dan Logistik

6 | Rahmansyah Penanggung Jawab

8 | Andi Usman Anggota

Kepala Subbagian Partisipasi,
9 | Andi Ruslam Idrus Hubungan Masyarakat, dan Anggota
Sumber Daya Manusia

Kepala Subbagian Perencanaan,

10 | Akbar Data dan Informasi

Anggota

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/kepulauanselayar



11 | Nur Putriyana Alang Fungsional Anggota
12 | Bustanuddin Fungsional Anggota
13 | Nur Salim Pelaksana Anggota
14 | Zubair Bakri Fungsional Anggota
15 1\1\232}?2 Ir.nad Iskandar Pelaksana Anggota
16 | Abu Thalib Pelaksana Anggota
17 | Mulyati Pelaksana Anggota
18 | Zukni Pahman Pelaksana Anggota
19 | Nur Since Pelaksana Anggota
20 | [lham Haridinata Fungsional Anggota
21 | Alisa Maharani Pelaksana Anggota
22 | Andi Nurmaya Pelaksana Anggota
23 | Arwin Arifin Pelaksana Anggota
24 | Marni Pelaksana Anggota
25 | Muh Asyary Rahman Pelaksana Anggota
26 | Musdalifah Pelaksana Anggota
27 | Padaruddin Pelaksana Anggota
28 | Mahyudin Pelaksana Anggota
29 | Nurmala Dewi Pelaksana Anggota

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/kepulauanselayar




30 | Andi Erwing Pelaksana Anggota
31 | Andi Nur Amalia Pelaksana Anggota
32 | Samsutin Pelaksana Anggota
33 | Nurmin Pelaksana Anggota
34 | Andi Nasrum Pelaksana Anggota
Anggota merangkap
. C . Operator Sistem
Pel
35 | Yulia Rezky Fajriani elaksana Pengendsilin
Intern Pemerintah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
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